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ABSTRAK 

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 

MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA 

KORUPSI DANA PENGADAAN MEBEL SD DAN SMP 

DI KABUPATEN PESISIR BARAT 

(Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) 

 

Oleh 

ROHADI SAPUTRA 

 

Tindak Pidana Korupsi diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan  

penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Terjadi kasus korupsi dana 

pengadaan mebel SD dan SMP dengan kerugian keuangan Negara sebesar 

Rp.643.950.719,- (enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh 

ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 

selama 1 tahun 6 bulan. Dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa 

pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Majelis Hakim 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa haruslah dengan pertimbangan-

pertimbangan yang baik dan benar, khususnya tindak pidana korupsi. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi 

dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat dan apakah 

putusan hakim dalam menjatuhkan terhadap tindak pidana korupsi dana 

pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi 

keadilan substantif. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Hakim 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 

dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

Analisis data menggunakan analisis kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

pada kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus- 

 



 
 

        ROHADI SAPUTRA 

TPK/2020/PN.Tjk yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di 

Kabupaten Pesisir Barat dengan terdakwa H adalah Pasal 3 UU No. 20 Tahun 

2001, dimana unsur-unsur yang ada didalamnya telah terpenuhi. Dengan demikian 

terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang telah sesuai dalam menerapkan peraturan perundang-undangan 

dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang. 

 

Saran yang diberikan penulis adalah konsep pendekatan keadilan restoratif harus 

diterapkan secara menyeluruh karena dengan pendekatan keadilan restoratif lebih 

mengutamakan pemulihan dalam penyelesaiannya. Penegakan hukum tidak hanya 

mengutamakan pemberian hukuman yang memberikan efek jera semata tetapi 

sanksi yang bersifat pemulihan jauh lebih baik yaitu mengoptimalkan 

pengembalian kerugian Negara. Diterapkannya restorative justice tindak pidana 

korupsi membawa dampak positif bagi Negara. Negara menjadi tidak terbebani 

untuk mengeluarkan anggaran Negara untuk memproses dan memelihara pelaku 

tindak pidana korupsi yang ditahan atau dipidana dengan memberi makan serta 

minum kepada pelaku tindak pidana korupsi. 

 

 

Kata kunci: Pertimbangan hakim, Putusan, Tindak Pidana Korupsi
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MOTTO 

 

 

 

"Tiada ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah" 

(QS. Huud: 88) 

 

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" 

(QS. Al-Baqarah: 286) 

 

"Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-

ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad" 

(Abu Hamid Al Ghazali) 

 

"Perubahan mungkin tidak selalu membawa pertumbuhan, tetapi tidak ada 

pertumbuhan tanpa perubahan" 

 

(Penulis) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Korupsi telah banyak merugikan keuangan Negara Indonesia. Hal ini menjadikan 

pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai 

korupsi dan dirumuskan dalam Undang-Undang tersendiri diluar KUHP. Sebagai 

tindak pidana khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

 

Korupsi merupakan subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-

tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan 

umum, disertai dengan penghianatan, kerahasiaan, kemasabodohan, dan penipuan 

yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat. Intinya korupsi adalah 

penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.1 

Ada 2 (dua) faktor penentu dalam hal pemberantasan korupsi, yaitu faktor hukum 

(laws) dan faktor orang (man) yaitu kemampuan penegak hukum untuk 

memahami faktor tersebut, yang kemudian menerapkannya dalam situasi kongkrit 

sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Khusus sarjana hukum yang 

profesinya dibidang penerapan hukum seperti hakim, jaksa dan pengacara, perlu 

                                                             
1 Aziz Syamsudin. Tindak pidana korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hlm.137. 



2 
 

memiliki 3 (tiga) hal yaitu pengetahuan, pengertian yang mendalam serta 

keterampilan rasa susila yang mendalam. Hakim dalam hal ini adalah figur sentral 

dalam proses pengadilan yang senantiasa dituntut untuk mempelajari memelihara 

kecerdasan moral, kepekaan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam 

menegakkan hukum dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat menyeluruh 

tanpa terkecuali. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu 

perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.  

Hakim bertindak sebagai orang yang bebas dan tidak memihak diharapkan dapat 

meluruskan segala sesuatu yang menurut perasaan terdakwa telah terjadi secara 

sepihak, setengah benar dan juga sikap yang tidak tepat dilakukan oleh para 

petugas sebelum sidang pengadilan.2 

Penjatuhan pidana merupakan realisasi peraturan pidana dalam Undang-Undang 

yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim 

harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah 

mencapai sasaran bagi tujuan pemidanaan. Sistem pemidanaan menurut hukum 

positif, hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana 

yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum umum sampai dengan 

maksimum khusus dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang bertujuan 

untuk mencapai keadilan.  

 

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tindak 

pidana korupsi tidak lain adalah putusan yang berisi perintah untuk menghukum 

terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang 

                                                             
2 Roeslan Saleh, Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan. Jakarta: Aksara Baru, 1983. 
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didakwakan. Undang-Undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk 

menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan 

dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 

12 KUHP. 

 

Terlepas dari persoalan tersebut, telah terjadi suatu kasus korupsi dana pengadaan 

mebel SD dan SMP dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.643.950.719,- 

(enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus 

sembilan belas rupiah) yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung 

yang menyeret H selaku Kepala Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Kabupaten 

Pesisir Barat ke pengadilan tindak pidana korupsi. Berdasarkan putusan 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk 

terdakwa di pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan data hasil penelusuran 

putusan hakim terhadap beberapa tindak pidana korupsi yang di jatuhkan pidana 

minimum khusus di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terlihat jelas bahwa telah 

terjadi perkara korupsi yang merugikan keuangan Negara, mengenai hukuman 

yang patut dan adil yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, seorang hakim dapat 

menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan surat tuntutan yang telah dibuat oleh 

penuntut umum dalam proses persidangan, namun hakim juga dapat menjatuhkan 

hukuman kepada terdakwa tidak sama dengan apa yang ada dalam tuntutan 

penuntut umum. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan 

penelitian hukum dengan judul "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam 

Menjatuhkan Putusan  Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Mebel 
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SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Tjk)". 

 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan  

Rumusan masalah yang berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di 

Kabupaten Pesisir Barat? 

b. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan terhadap tindak pidana korupsi 

dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat telah 

memenuhi keadilan substantif? 

 

2. Ruang Lingkup 

Penelitian ini berada dalam lingkup ilmu hukum, khususnya hukum pidana 

mengenai analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten 

Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk). Ruang lingkup 

penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kejaksaan Negeri 

Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap tindak pidana korupsi korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP 

di Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Untuk mengetahui putusan hakim dalam menjatuhkan terhadap tindak pidana 

korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat 

berdasarkan keadilan substantif. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kritik berupa saran 

dan ide terhadap pengembangan ilmu dibidang hukum, serta menambah 

bahan referensi dibidang karya ilmiah dan bahan masukan bagi penelitian 

sejenis di masa yang akan datang. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

hukum untuk para ahli-ahli hukum dalam membuat peraturan hukum pidana 

khususnya hukum mengenai tindak pidana korupsi. Memberikan sumbangan 

pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya berkaitan dengan 

penanganan terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan 
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SMP di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Tjk) 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. 

Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan 

kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan kontruksi data. Kerangka 

kesatuan yang teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, asas 

keterangan sebagai dari suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan 

dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.3 

 

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu 

didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga 

didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan 

praktik. Salah satu cara untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana 

hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak 

ukur tercapainya suatu kepastian hukum. 

 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan 

terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo 

                                                             
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Abadi, 

1982, hlm.17. 
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et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung 

manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini 

harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak 

teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan 

hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.4 

 

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus melalui 

proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai 

rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. 

Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, 

yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya 

antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling 

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Kekuasaan 

kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah 

hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.  

  

Secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim 

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: 

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; 

2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; 

3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan 

fungsi yudisialnya.5 

 

                                                             
4 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004, hlm.140. 
5 Ibid, hlm.104. 
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Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didukung oleh 

sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 

bersalah melakukannya.6 

 

Menurut Soedarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, 

sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek 

yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai 

sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut: 

 

1. Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan Yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, 

tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa 

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya (Pasal 184 KUHAP).  

1) Alat bukti yang sah dimaksud adalah: 

a. Keterangan Saksi;  

b. Keterangan Ahli ; 

c. Surat;  

d. Petunjuk; 

e. Keterangan Terdakwa. 

 

2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.7 

 

 

                                                             
6 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Jakarta: 

Bina Aksara, 1993, hlm.146. 
7 Pasal 184 KUHAP. 
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2. Pertimbangan Filosofis 

Pertimbangan Filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana 

yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku 

terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi 

pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah 

terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya 

dan tidak melakukan kejahatan lagi. 

 

3. Pertimbangan Sosiologis 

Pertimbangan Sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana 

didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana 

yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.8 

 

b. Teori Keadilan 

Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata "adil" yang berarti: tidak berat sebelah, 

tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang. 

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah 

semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar 

manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya 

sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau 

pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan 

kewajibannya.9 

 

                                                             
8 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Penerbit Alumni, 1986, hlm.67. 
9 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2012, hlm.68. 
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Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil dan 

tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak berpihak kepada yang benar. 

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum yang substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural 

yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa 

yang secara formal prosedural benar, bisa saja disalahkan secara materiil dan 

substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa 

saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil. Dengan 

kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan 

Undang-Undang, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural Undang-

Undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian 

hukum.10 

 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-

konsep khusus yang menjadi kumpulan, menjadi arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah yang akan diteliti, baik dalam penelitian empiris maupun normatif.11 

Kerangka konseptual ini meliputi definisi-definisi operasional yang dilakukan 

dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan. Dalam penelitian 

ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai 

berikut : 

1) Analisis adalah rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis 

dan objektif dengan menerapkan metodologi atau teknik ilmu pengetahuan, 

                                                             
10 Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.65. 
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indoensia Press, 

1986, hlm.132. 
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untuk melakukan pengkajian, penelaahan, penguraian, perincian, pemecahan 

terhadap suatu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen 

yang utuh kedalam sub komponen-sub komponen yang lebih kecil.12  

2) Dasar Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim 

dalam menelaah atau mencermati suatu perkara. Hakim juga dalam 

menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan pada teori dan hasil 

penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang 

maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktik.13  

3) Pemberantasan Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah tindak 

pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, 

penyidikan dan penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan 

peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.14 

4) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut.15 

5) Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.16 

 

                                                             
12 Soedjadi, Manajemen Personalia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997,  hlm.107. 
13 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: 

Sinar Grafika, 2010, hlm.12. 
14 Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi. 
15 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm.59. 
16 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi. 
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6) Putusan Pengadilan adalah putusan yang dinyatakan oleh hakim dalam sidang 

pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 

Undang-Undang.17 

 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, 

maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi mengenai penyusunan proposal yang akan menguraikan 

latar belakang masalah, rumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan 

dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan 

yang akan diselidiki. Bab ini berisikan pengertian tentang tindak pidana 

korupsi, pengembalian kerugian keuangan Negara, pelaku tindak pidana 

korupsi, dasar pertimbangan hakim, putusan hakim. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan 

masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur 

pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data. 

                                                             
17 M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm.517. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan hasil dari penelitian-penelitian 

yang membahas serta menjawab dari permasalahan mengenai penegakan 

hukum yang di kaji dari analisis dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel 

SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Tjk). 

 

V. PENUTUP 

Penutup merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis 

terhadap permasalahan yang telah dibahas dan juga sebagai hasil akhir dari 

pokok permasalahan yang telah diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tindak Pidana Korupsi 

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, "Korupsi" (dari bahasa Latin: 

corruption: penyuap, corruptore: merusak) merupakan gejala dimana badan-

badan Negara dan pejabat Negara menyalahgunakan wewenangnya dengan 

terjadinya pemalsuan, penyuapan serta ketidakberesan lainnya.18 Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau 

penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan 

pribadi atau orang lain.19  

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang di pergunakan dalam buku-buku 

yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu 

hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari 

bahasa Belanda "strafbaar feit" yang berarti delik, peristiwa pidana, perbuatan 

pidana, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan 

yang diancam dengan hukum dan tindak pidana.20 

Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang buruk, jahat serta dapat merusak. 

Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti 

                                                             
18 Dwi Supriyadi, (n.d.). Op.Cit. 
19 https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/korupsi.html. Diakses pada tanggal 5 

November 2021, Hari Jum'at pukul 07.25 WIB. 
20 Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Bandar 

Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm.69. 
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itu karena korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan 

dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan 

karena pemberian faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau 

golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.21 

Adapun dalam pengertian lain bahwa Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik dari segi ekonomi 

maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai 

kejahatan biasa, namun juga telah menjadi kejahatan luar biasa. Dikarenakan 

akibat dari korupsi itu sendiri menyebabkan penderitaan selalu dialami oleh 

masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur 

dominan yang melekat pada tindakan korupsi adalah sebagai berikut.22 

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan. Diantaranya 

pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau 

wewenang dari perusahaan atau Negara dan memanfaatkannya untuk 

kepentingan-kepentingan lain. 

2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang 

melakukannya. 

3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. 

Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan 

organisasi, kepentingan Negara atau umum. 

4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk 

merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi 

                                                             
21   Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. 
22   Hafidz Arsyad Jawade, Op.Cit, 2017, hlm.169-170. 
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pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan 

hukum.  

5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal 

ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korupsi dengan kapasitas rasional 

pelakunya. 

 

 

B. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembalian ialah proses cara 

perbuatan mengembalikan, pemulangan, pemulihan.23 Keuangan Negara 

merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu Negara dan sangat menentukan 

kelangsungan perekonomian, baik sekarang maupun yang akan datang.24 Salah 

satu tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian Negara. Oleh 

karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian ganti 

rugi keuangan Negara dari para pelaku tindak pidana korupsi.  

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan 

Negara, merumuskan pengertian keuangan Negara ialah semua hak dan kewajiban 

Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.25
 Maka pengertian dari pengembalian 

ganti rugi keuangan Negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi merupakan suatu 

                                                             
23 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV. Jakarta: Gramedia, 

2018. 
24 Yanuar Purwaning, Pengembalian Aset Hasil Korupsi. Bandung: Penerbit Alumni, 2017, 

hlm.20. 
25 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
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sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan adanya proses penghapusan 

hak atas aset pelaku dari Negara, caranya dengan dilakukan penyitaan, 

pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun 

internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada Negara (korban) 

yang sah.26
 

Terdapat 2 (dua) cara untuk penyelesaian ganti kerugian atau pengembalian uang 

Negara yang dikenal didalam hukum pidana antara lain.27 

1. Penuntutan berdasarkan hukum pidana umum 

Kerugian Negara bukan kekurangan perbendaharaan yang memenuhi unsur 

ketentuan hukum pidana umum, sebagaimana ditentukan dalam KUHP, seperti 

pencurian, perampokan, penggelapan dan pemalsuan. Kerugian Negara yang 

memenuhi unsur pidana umum sekali-kali tidak dianggap selesai begitu saja, 

walaupun pegawai negeri yang bersangkutan telah mengganti sepenuhnya 

kerugian Negara atau telah dikenai hukuman disiplin berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. Kepala Kantor Urusan Satuan Kerja membantu penyelesaian kerugian 

Negara tersebut yang membuat laporan tertulis dan menyampaikan kepada 

kepolisian. Kemudian mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai kejadian, 

macam dan jumlah kerugian. 

 

2. Penuntutan berdasarkan hukum pidana khusus  

Kerugian Negara mengandung unsur tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 

                                                             
26 Seno Adji Indriyanto, Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media, 2009, 

hlm.149. 
27 Ibid. (n.d.). 187-189. 



18 
 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN 

(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1955 

tentang Tindak Pidana Ekonomi, maka kepala kantor atau satuan kerja di dalam 

laporannya wajib menyatakan adanya unsur tindak pidana khusus tersebut, 

sedangkan penyerahan perkaranya kepada kejaksaan dilakukan setelah diperoleh 

petunjuk dari menteri kepala biro hukum dan humas (hubungan masyarakat). 

 

Pengembalian kerugian keuangan Negara telah diatur dengan 4 (empat) cara yang 

biasa digunakan, antara lain:  

1. Perampasan Barang Bergerak  

Perampasan barang bergerak diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan barang bergerak ini 

dilakukan apabila terpidana tidak melaksanakan putusan hakim untuk 

membayarkan uang pengganti. Bunyi Pasal 18 Ayat (1) huruf a ialah: 

 

"Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang 

tidak bergerak yang digunakan untuk yang digunakan untuk yang diperoleh dari 

tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak 

pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan 

barang tersebut". 

 

 

2. Pembayaran Uang Pengganti  

Undang-Undang tindak pidana korupsi yang pernah berlaku di Indonesia, 

penerapan uang pengganti pertama kali terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1971. Pembayaran uang pengganti harus sama seperti jumlah uang yang 

dikorupsi. Terdapat kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 

tersebut tentang uang pengganti, pasalnya dalam Undang-Undang tersebut tidak 

menentukan kapan batas waktu pembayaran uang pengganti tersebut, sehingga 
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pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimuat batas maksimal pembayaran 

uang pengganti tersebut. 

 

3. Pidana Denda  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Denda adalah hukuman yang 

berupa keharusan membayar dalam bentuk uang. Jenis pidana denda, berbeda 

dengan jenis pidana lainnya karena selain pidana denda juga ada pidana 

perampasan kemerdekaan dan ditujukan pada jiwa orang, sedangkan pidana denda 

ditujukan pada harta benda kepada terpidana. Dalam tindak pidana korupsi pidana 

denda merupakan pidana wajib dan tidak dapat digantikan dengan jenis pidana 

lainnya.28 

 

4. Gugatan Secara Perdata  

Gugatan perdata sangat perlu dilakukan. Jaksa sebagai pengacara Negara perlu 

memperbanyak gugatan secara perdata kalau syarat-syarat untuk melakukan 

gugatan perdata memang sudah cukup terpenuhi. Gugatan yang dilakukan jaksa 

sebagai pengacara Negara tentunya tidak sekedar hanya untuk memenuhi unsur 

menggugat, akan tetapi juga harus memenuhi syarat formil dan materiil.29 

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan 

oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan 

Negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari: 

 

 

                                                             
28 Bambang Hartono, Analisis Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana 

Korupsi. Jurnal Volume 2 No. 1, 2011, hlm.323. 
29 Desky Wibowo, (n.d.). Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dalam 

Tindak Pidana Korupsi, hlm. 4-5. 
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1. Pembebanan Tanggung-Renteng  

Tanggung-Renteng (Tanggung-menanggung bersama) yang lebih dikenal dalam 

ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek 

yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk 

tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif 

apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu dan sebaliknya, 

tanggung-renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih 

dari satu. Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya 

hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah 

dalam jangka waktu tertentu. Majelis Hakim sama sekali tidak menghiraukan 

bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, 

entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa. 

 

2. Pembebanan Secara Proporsional  

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti 

dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar 

beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut 

didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam 

tindak pidana korupsi terkait.30 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 telah diatur pula kemungkinan penggunaan gugatan perdata, yakni dalam 

Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 huruf c, dalam hal terdakwa atau 

tersangka meninggal dunia atau tidak bisa dilanjutkannya penuntutan karena tidak 

                                                             
30 Rambey Guntur, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui 

Pembayaran Uang Pengganti dan Denda. No 1, 2016, hlm.152. 
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cukup bukti meskipun sudah terdapat kerugian Negara, dan juga gugatan perdata 

perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di samping upaya secara 

pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau komplemen dari hukum pidana, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.31  

 

C. Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang 

melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur 

tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP.32 

Pelaku tindak pidana korupsi adalah perilaku tidak mematuhi prinsip, dilakukan 

oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara dan setiap orang adalah orang 

perseorangan termasuk korporasi keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi 

atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan 

nepotisme.33 

Tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, 

Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 13, 

Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23,dan Pasal 24. Dari pasal-pasal 

tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu 

dapat juga dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut:  

1. Atas Dasar Substansi Objek Hukum 

Atas dasar substansi objeknya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis:  

                                                             
31 Ibid. (n.d.). hlm.6. 
32 http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf. Diakses pada tanggal 25 Agustus 

2021, Rabu pukul 23.40 WIB. 
33 Ibid. 
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a. Tindak Pidana Korupsi Murni 

Tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang 

berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum 

yang menyangkut keuangan Negara, perekonomian Negara, dan 

kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai Negara atau pelaksanaan 

pekerjaan yang bersifat publik. Kelompok ini dirumuskan dalam Pasal 2, 

Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 , Pasal 

11, Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 23 (yang 

mengadopsi norma di dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, 

Pasal 429, Pasal 430 KUHP). Tindak pidana kelompok ini merupakan 

kejahatan jabatan, artinya subjek hukumnya adalah pegawai negeri atau 

orang selain pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang 

menyangkut kepentingan publik dengan menyalahgunakan kedudukannya. 

 

b. Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni 

Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana yang substansi 

objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum 

bagi kelancaran pelaksanaan tugas penegak hukum dalam upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksud disini 

hanya diatur dalam 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 

UU Tipikor. 

 

2. Atas Dasar Subjek Hukum 

Atas dasar subjek hukum si pembuatnya, maka tindak pidana korupsi dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu : 
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a. Tindak pidana korupsi umum 

Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk korupsi yang ditujukan tidak 

terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, 

akan tetapi ditujukan kepada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan 

norma ini berlaku untuk semua orang. Yang termasuk dalam kelompok 

tindak pidana korupsi umum ini terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, 

Pasal 6, Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 

UU Tipikor, Pasal 220 dan Pasal 231 KUHP jo Pasal 23 UU Tipikor. 

 

b. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara Negara  

Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara Negara adalah 

tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang 

berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Artinya, 

tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai 

negeri atau penyelenggara Negara. Rumusan tindak pidana pegawai negeri 

ini terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B, 

dan Pasal 23 UU Tipikor (yang mengadopsi Pasal 421, Pasal 422, Pasal 

429, dan Pasal 430 KUHP). Tindak pidana korupsi ini merupakan bagian 

dari kejahatan jabatan atau dapat disebut sebagai kejahatan jabatan khusus. 

Sedangkan kejahatan jabatan umum ditempatkan dalam pasal-pasal Bab 

XXVIII Buku II KUHP yang tidak ditarik atau dirumuskan ke dalam 

tindak pidana korupsi. 
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3. Atas Dasar Sumber Hukum 

Atas dasar sumbernya, korupsi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok 

sebagai berikut :  

a. Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP  

Dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :  

1) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam UU Tipikor, 

rumusan tersebut berasal atau bersumber dari rumusan tindak pidana 

dalam KUHP. Formula rumusannya agak berbeda dengan rumusan 

aslinya dalam Pasal KUHP yang bersangkutan, tetapi substansinya 

sama. Kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi sebagaimana 

dirumuskan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, 

Pasal 11, dan Pasal 12 UU Tipikor. 

2) Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam 

KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah 

ancaman dan sistem pemidanaannya. Kelompok ini antara: Pasal 23 

UU Tipikor yang merupakan hasil saduran dari Pasal 220, Pasal 231, 

Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 dan Pasal 430 KUHP menjadi tindak 

pidana korupsi. 

 

b. Tindak pidana korupsi yang oleh UU Tipikor dirumuskan sendiri sebagai 

tindak pidana korupsi. Yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah tindak 

pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, 

Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 

UU Tipikor. 
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4. Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan  

Tindak pidana korupsi atas dasar tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, 

maka dapat dibedakan antara tindak pidana korupsi aktif dan tindak pidana 

korupsi pasif. 

a. Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif ialah tindak 

pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan 

aktif. Tindak pidana korupsi ini terdapat dalam beberapa pasal, antara lain 

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 

11, Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 

22 UU Tipikor serta Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, 

dan Pasal 430 KUHP.  

b. Tindak pidana korupsi pasif atau tindak pidana korupsi negatif adalah 

tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. 

Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pasif adalah tindak pidana 

yang melarang untuk tidak berbuat aktif. Tindak pidana pasif korupsi 

terdapat dalam pasal-pasal berikut, antara lain Pasal 7, Pasal 10, Pasal 23, 

Pasal 24.34 

 

D. Dasar Pertimbangan Hakim 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 

Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-

Undang untuk mengadili. Dan menurut Kamus Hukum, dalam Bahasa Belanda 

                                                             
34 Chazawi Adami, Hukum Pidana Meteriil dan Formil Korupsi di Indonesia. 

Malang:Bayumedia Publishing, 2005, hlm.20. 
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hakim disebut Rechter yang artinya adalah petugas pengadilan yang mengadili 

perkara.35 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan 

terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo 

et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung 

manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini 

harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak 

teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan 

hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.36 

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu 

didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga 

didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan 

praktik.37 Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana 

hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak 

ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin 

adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan 

dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 

1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman 

adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

                                                             
35 Simorangkir, Op.Cit, 2010, hlm.61. 
36 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140. 
37 Ibid. (n.d.). hlm.142. 
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menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum 

Republik Indonesia. 

Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan 

bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan.38 Pada Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa, dalam 

hal disidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim 

yang berbeda wajib dimuat dalam putusan yang hal ini disebut sebagai Dissenting 

Opinion.39 

 

E. Putusan Hakim 

Pengertian hakim dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa 

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-

Undang untuk mengadili. Dan pengertian hakim menurut Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:  

 "Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan 

 peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

 lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

 peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang 

 berada dalam lingkungan peradilan tersebut." 

 

Pengertian pidana yaitu hukum kejahatan (hukum untuk perkara 

kejahatan/kriminal) hal ini dicantumkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia 

                                                             
38 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik 

Penyusunandan Permasalahannya. Bandung: Citra Adtya Bakti, 2007, hlm.55. 
39 Ibid. (n.d.). hlm.53. 
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(KBBI) Edisi II Cetakan IX. Tindakan mengadili merupakan persoalan terpenting 

dan juga pusat dari sistem peradilan pidana. Dikatakan demikian, karena pada 

tahap ini diputuskan apakah terdakwa dipandang bersalah karenanya dipidana, 

atau tidak bersalah dan oleh karenanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.40 

Indonesia menerapkan asas yang disebut Nullum Delictum Nulla Poena Sine 

Praevia Lege Poenali, artinya bahwa segala perbuatan yang diancam dengan 

pidana harus terlebih dahulu dicantumkan dalam Undang-Undang Pidana, seperti 

tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP. 

 

Terdapat 2 (dua) jenis pidana yang berlaku, yaitu Pidana Pokok dan Pidana 

Tambahan. Dalam Pasal 10 KUHP terjemahan Moeljatno disebutkan bahwa 

Pidana terdiri atas:  

1. Pidana Pokok 

a. Pidana Mati; 

b. Pidana Penjara; 

c. Pidana Kurungan; dan 

d. Pidana Denda. 

2. Pidana Tambahan 

a. Pencabutan hak-hak tertentu; 

b. Perampasan barang-barang tertentu; dan 

c. Pengumuman putusan hakim.41 

 

                                                             
40 Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. 

Jakarta: Prendamedia Group, 2016, hlm.1. 
41 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm.5-6. 
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat juga 2 (dua) jenis 

pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok menurut Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 2 sampai 

Pasal 16. Pidana tambahan antara lain: 

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau 

barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana 

korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang 

tersebut; 

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 

dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 

3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) 

tahun; dan 

4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh 

atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh 

pemerintah kepada terpidana.42 

 

Terdapat 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, 

antara lain:  

1. Teori Absolut  

Teori absolut berpendapat bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena 

seseorang telah melakukan suatu tindakan pidana atau kejahatan (quia peccatum 

                                                             
42 Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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est). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan 

kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana 

terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.  

 

2. Teori Relatif 

Teori ini berpendapat bahwa memidana seseorang bukanlah untuk memuaskan 

tuntutan absolut dari keadilan, karena pembalasan itu sendiri tidak mempunyai 

nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. 

Menurut J. Andeanaes, teori relatif dapat disebut teori perlindungan masyarakat 

(the theory of social defence). Sedangkan menurut Nigel Walker, teori relatif ini 

lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif, karena dasar pembenaran pidana 

menurut teori ini adalah mengurangi frekuensi kejahatan. 

 

3. Teori Gabungan  

Teori ini muncul akibat dari tidak adanya hasil yang memuaskan yang dihasilkan 

oleh teori absolut dan teori relatif. Dan juga teori ini menjabarkan bahwa tetap 

menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh 

melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun, teori ini berpendirian bahwa 

pidana mempunyai berbagai pengaruh, antara lain perbaikan suatu yang rusak 

dalam masyarakat dan prevensi general.43 

                                                             
43 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika,2006, hlm.59-61. 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif didukung dengan yuridis 

empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. 

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan 

pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam 

kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan erat 

hubungannya dengan penulisan penelitian ini. 

 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari 2 (dua) sumber, yaitu 

terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung 

yang diperoleh dari studi pustaka. 

 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
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1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.44 

Secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan 

wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang 

berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur 

maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder 

dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.45  Data 

sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh 

dalam dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang diperoleh 

melalui studi literatur. 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat 

bagi pihak-pihak berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan 

dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan.46 Bahan hukum 

primer pada penelitian ini yaitu : 

1. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

 

                                                             
44 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, 

hlm.30. 
45 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1986, hlm.12. 
46 Sedermayanti & Syarifudin Hidayat, Metedologi Penelitian. Bandung: CV Mandar Maju, 

hlm.23.  
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b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan 

bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, peraturan 

pemerintah, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, bibliografi, 

karya ilmiah, sumber dari internet dan sebagainya. 

 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang   : 1 Orang 

2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung   : 1 Orang 

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung  : 1 Orang+ 

Jumlah        : 3 Orang 

 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan 

serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan 

mengutip buku-buku atau literatur dan menelaah peraturan perundang-undangan, 

dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan 

penelitian. 
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b. Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data-data primer dan dalam hal 

penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada 

responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam skripsi ini. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang 

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :  

a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui 

kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti.  

b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-

benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang 

saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu 

pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interprestasi data. 
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E. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pada penulisan skripsi ini, penulis 

menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif. 

Analisis data secara kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat 

yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian 

diinterprestasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis ini digunakan 

oleh penulis dengan tujuan untuk menghasilkan suatu uraian deskriptif, yaitu 

untuk memperoleh persamaan, perbedaan, dan gejala-gejala tertentu dalam rangka 

menjawab permasalahan. 



 

 

 

 

 

V. PENUTUP 
 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang 

diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat 

kesimpulan sebagai berikut:  

 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak 

pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat. 

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Pesisir Barat dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk 

Tahun 2020 dengan terdakwa H, terdiri dari hal yang memberatkan terdakwa 

yaitu perbuatan terdakwa dilakukannya pada saat pemerintah sedang gencar-

gencarnya melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga perbuatan 

terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan 

Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

 

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hakim 

dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana 

korupsi yakni dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 



74 
 

a. Dasar pertimbangan yuridis 

Berdasarkan alat-alat bukti yang ada perbuatan terdakwa terbukti memenuhi 3 

unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, dan 

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 

b. Dasar pertimbangan non yuridis 

Berdasarkan kasus ini, terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak 

pidana korupsi. Hal ini terbukti dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Tjk yang menyatakan bahwa terdakwa menyadari uang yang 

digunakan adalah dana pengadaan mebel untuk SD dan SMP di Kabupaten 

Pesisir Barat yang merupakan program pemerintah. Akibat dari perbuatannya 

hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan sanksi pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) dan harus membayar uang pengganti sebesar Rp.400.000.000,- 

(empat ratus juta rupiah). 

 

2.  Putusan hakim dalam menjatuhkan terhadap tindak pidana korupsi dana 

pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi 

keadilan substantif. Keadilan substantif merupakan pandangan hakim dengan 

mempertimbangkan hal yang terjadi selama proses persidangan yang didukung 

dengan bukti-bukti yang meyakinkan hakim, juga disandingkan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, maka putusan dengan penjara 1 (satu) tahun 

cukup layak dikenakan kepada terdakwa. Keadilan substantif yang dimaksud 
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dalam putusan tersebut, dipertimbangkan dengan tidak adanya alasan pembenar 

dan maupun alasan pemaaf terhadap terdakwa serta menyebabkan kerugian bagi 

Negara dari sektor pendidikan untuk menyediakan mebel yang berkualitas untuk 

SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat. 

 

 

B. Saran 

Sebagai pelengkap dalam penulisan hukum (skripsi) ini maka penulis akan 

menyumbangkan beberapa pemikiran-pemukiran yang berupa saran yaitu:  

1. Hakim hendaknya menggunakan pendekatan restorative justice dimana lebih 

menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi 

pelaku tindak pidana karena kerugian keuangan Negara yang dilakukan 

terdakwa di bawah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Tujuannya agar 

penanganan perkara tindak pidana dapat lebih mengedepankan keadilan 

restoratif, terutama berkaitan dengan kasus-kasus relatif ringan dan beraspek 

kemanusiaan. 

2. Hakim menerapkan restorative justice terhadap terdakwa dalam tindak pidana 

korupsi juga membawa dampak positif bagi Negara yaitu Negara menjadi 

tidak terbebani untuk mengeluarkan anggaran Negara untuk memproses dan 

memelihara pelaku tindak pidana korupsi yang ditahan atau dipidana dengan 

memberi makan serta minum kepada pelaku tindak pidana korupsi. 
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	5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korupsi dengan kapasitas rasional pelakunya.
	B. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
	1. Penuntutan berdasarkan hukum pidana umum
	Kerugian Negara bukan kekurangan perbendaharaan yang memenuhi unsur ketentuan hukum pidana umum, sebagaimana ditentukan dalam KUHP, seperti pencurian, perampokan, penggelapan dan pemalsuan. Kerugian Negara yang memenuhi unsur pidana umum sekali-kali t...
	2. Penuntutan berdasarkan hukum pidana khusus
	Kerugian Negara mengandung unsur tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggar...
	Pengembalian kerugian keuangan Negara telah diatur dengan 4 (empat) cara yang biasa digunakan, antara lain:
	1. Perampasan Barang Bergerak
	Perampasan barang bergerak diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan barang bergerak ini dilakukan apabila terpidana tidak mela...
	"Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, b...
	2. Pembayaran Uang Pengganti
	Undang-Undang tindak pidana korupsi yang pernah berlaku di Indonesia, penerapan uang pengganti pertama kali terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Pembayaran uang pengganti harus sama seperti jumlah uang yang dikorupsi. Terdapat kelemahan da...
	3. Pidana Denda
	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang. Jenis pidana denda, berbeda dengan jenis pidana lainnya karena selain pidana denda juga ada pidana perampasan kemerdekaan dan ditujukan...
	Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan Negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari:
	1. Pembebanan Tanggung-Renteng
	Tanggung-Renteng (Tanggung-menanggung bersama) yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif ...
	2. Pembebanan Secara Proporsional
	C. Pelaku Tindak Pidana Korupsi
	D. Dasar Pertimbangan Hakim
	E. Putusan Hakim

	III. METODE PENELITIAN
	A. Pendekatan Masalah
	B. Sumber dan Jenis Data
	1. Sumber Data
	Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari 2 (dua) sumber, yaitu terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka.
	2. Jenis Data
	C. Penentuan Narasumber
	Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:
	1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang   : 1 Orang
	2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung   : 1 Orang
	3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung  : 1 Orang+
	Jumlah        : 3 Orang
	D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
	1. Prosedur Pengumpulan Data
	Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
	a. Studi Kepustakaan
	Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi l...
	E. Analisis Data

	IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat
	Perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh H selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk dijelaskan sebagai berikut:
	1. Posisi Kasus
	Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat melakukan kegiatan pengadaan mebel SD dan SMP, H selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan wewenang menandatangani kontr...
	Setelah penentuan pemenang lelang H tidak mau menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dan tidak mau menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) dengan alasan adanya surat perintah dari Bupati Pesisir Barat untuk menghentikan sementara...
	Setelah permintaannya sejumlah uang tersebut dipenuhi, selanjutnya H mau menandatangani kontrak dan menerbitkan SPPBJ pekerjaan pengadaan mebel SD dan SMP. Perbuatan H tersebut mengakibatkan program pemerintah untuk menyediakan mebel yang berkualitas ...
	Berdasarkan isi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk Tahun 2020, H telah menyalahgunaan kewenangan selaku PPK, yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan SPPBJ, menandatangani Surat Perintah Kerja, melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa...
	Selanjutnya PA menyatakan pelelangan tersebut gagal, namun terdakwa telah menggunakan kewenangannya sebagai PPK dan PA untuk tujuan lain yaitu dengan tujuan menguntungkan diri pribadi sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dan terhadap per...
	2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
	Berdasarkan kasus posisi diatas, dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk dakwaan Subsidaritas yang terdiri dari Primair dan Subsidair, yaitu:
	PRIMAIR:
	Bahwa ia terdakwa H selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara PPKD, Pengelola...
	"Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,  secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri  atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan  Negara atau perekonomian Negara."
	Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
	SUBSIDAIR:
	Bahwa ia terdakwa H selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara PPKD, Pengelola... (1)
	"Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,  dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu  korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana  yang ada padanya karena jabatan atau kedud...
	Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
	Efiyanto menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan pada terdakwa yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari proses...
	Eka Aftarini menyatakan bahwa sebelum sebuah perkara Tindak Pidana Korupsi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan, maka terlebih dahulu akan dilakukan tahap penyelidikan, tahap...
	Nikmah Rosidah juga mengatakan bahwa tindak pidana korupsi tidak memandang kedudukan atau jabatan tetapi kebanyakan dilakukan oleh para pejabat tinggi. Hal ini disebabkan karena luasnya hubungan antara satu orang dengan orang yang lain atau kelompok y...
	Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP yang menentukan "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar penentua...
	Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan:
	"Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta  dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau  mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang  sedang ditangani".
	Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yakni dasar pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis, dijelaskan sebagai berikut :
	1. Pertimbangan Yuridis
	Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :
	a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
	b. Keterangan saksi;
	c. Keterangan terdakwa;
	d. Barang-barang bukti;
	e. Pasal-pasal dalam Undang-Undang tindak pidana.
	Ad.a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
	Tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP yang merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang tercantum dalam dakwaan sub...
	Ad.b. Keterangan Saksi
	Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dan ia alami sendiri, dan harus disampaikan dalam...
	Ad.c. Keterangan Terdakwa
	Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 Ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengak...
	Ad.d. Barang-Barang Bukti
	Pengertian barang-barang bukti tang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang meliputi :
	a. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
	b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
	c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
	d. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
	e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.
	Ad.e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tindak pidana
	Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam ...
	2. Pertimbangan Non Yuridis
	Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan terdakwa korupsi, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non yuridis oleh ...
	Menurut analisis penulis, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yakni dasa...
	a. Dasar pertimbangan yuridis
	Berdasarkan alat-alat bukti yang ada, perbuatan terdakwa terbukti memenuhi 3 unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu:
	1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
	2. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
	3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
	b. Dasar pertimbangan non yuridis
	Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam pene...
	Berdasarkan kasus ini, terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk yang menyatakan bahwa terdakwa menyadari uang yang digunakan adalah dana pengadaan mebel untuk SD ...
	Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
	a. Hal-hal yang memberatkan
	KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu:
	1. Jabatan
	Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:
	"bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapa...
	2. Pengulangan (Recidive)
	Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam "Aturan Umum" Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. D...
	3. Penggabungan (Concursus)
	Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan concursus atau samenloop. Samenloop adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana. Satu orang melakukan beberapa perbuatan kejahatan/pelanggaran dan beberapa delik itu belum dijatuhi huku...
	b. Hal-hal yang meringankan
	Menurut KUHP alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:
	1) Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3).
	2) Membantu atau medeplichgqheid (Pasal 57 Ayat (1 dan 2)).
	3) Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47).
	B. Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Keadilan Substantif
	Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat, yaitu:
	Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terdakwa adalah selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan pengadaan mebel SD dan SMP Tahun Anggaran 2016, dimana salah satu tugas dan wewenang terdakwa ...
	Menimbang : Bahwa perbuatan terdakwa tidak mau menandatangani kontrak  dan menerbitkan SPPBJ karena adanya kewenangan yang  melekat pada  jabatan terdakwa, namun terdakwa telah  menggunakan kewenangan tersebut dengan tujuan lain yaitu untuk tujuan men...
	Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk  Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan  mempertimbangkan dakwaan Primair.
	Menimbang : Bahwa terdakwa menyadari uang yang digunakan adalah dana  untuk pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat  yang merupakan program pemerintah. Dengan tidak terpenuhinya  program tersebut sangat menghambat menyediakan mebel yang ...
	Menimbang : Bahwa akibat perbuatan terdakwa, keuangan Negara telah  dirugikan sejumlah Rp. 643.950.719,- yang dihitung berdasarkan  pengurangan jumlah keseluruhan dana yang dibayarkan/masuk  (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV. Diktra Utama Raya ...
	Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik  sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa  harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
	Menimbang  :  Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka  Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang  memberatkan dan yang meringankan terdakwa, yaitu:
	1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
	-   Perbuatan terdakwa dilakukannya pada saat pemerintah sedang  gencar-gencarnya melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korup...
	2. Keadaan-keadaan yang meringankan:
	- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
	- Bahwa terdakwa berlaku sopan selama di persidangan.
	- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
	- Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
	Mengingat bahwa yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi terhadap dana pengadaan mebel SD dan SMP adalah H selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Hakim telah tepat menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korups...
	Unsur kedua "secara melawan hukum" bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa, bukti-bukti surat dan barang bukti ternyata H selaku Pengguna Anggar...
	Ternyata sebelumnya saksi EM telah melakukan pesanan mebel dan saat itu telah dalam proses produksi, sehingga untuk mencegah kerugian yang lebih besar, selanjutnya saudara AY berinisiatif menemui saksi E yaitu keponakan terdakwa, dengan tujuan meminta...
	Kemudian selanjutnya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengertian dari unsur dakwaan subsidair "Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana...
	Sebelumnya saksi EM sudah memesan barang mebel untuk SD dan SMP sedangkan kontrak belum ditandatangani, maka saksi EM bersama AY menemui keponakan terdakwa yaitu saksi E dan menyatakan jika ingin kontrak ditandatangani dan SPPBJ diterbitkan, maka saks...
	Kemudian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengertian dari unsur dakwaan subsidair "Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ya...
	H selaku Pengguna Anggaran tetap memilih menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) seluruh tahapan pencairan untuk pekerjaan mebel SD dan SMP, padahal diketahui oleh terdakwa selaku PPK dan selaku Pengguna Anggaran bahwa proses pelelangan pekerjaan...
	Kemudian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengertian dari unsur dakwaan subsidair "Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ya... (1)
	Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap diri terdakwa telah tepat karena jelas sekali bahwa terdakwa menyadari uang yang digunakan adalah dana untuk pengadaa...
	Menimbang bahwa rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
	1. Setiap orang.
	2. Secara melawan hukum.
	3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
	4. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
	5. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
	Ad.1. Mengenai unsur "setiap orang".
	Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang bernama H, dimana terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab secara tegas dan runtut setiap per...
	Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.
	Ad.2. Mengenai unsur "secara melawan hukum"
	Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa, bukti-bukti surat dan barang bukti,  H selaku PA sekaligus selaku PPK mempuny...
	Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum tidak meliputi dalam diri terdakwa, dengan demikian unsur "secara melawan hukum" belum terpenuhi.
	Ad.3. Mengenai unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".
	Menimbang, bahwa dalam kasus ini H selaku PPK tidak mau menandatangani kontrak serta tidak mau menerbitkan SPPBJ dengan alasan adanya peraturan Bupati Pesisir Barat untuk menghentikan proses pelelangan barang/jasa di Kabupaten Pesisir Barat. Namun, te...
	Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi.
	Ad.4. Mengenai unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".
	Menimbang, bahwa dalam kasus ini perbuatan H dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan selaku PPK, yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan SPPBJ, menandatangani Surat Perintah Kerja, melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa dan me...
	Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
	Ad.5. Unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri".
	Menimbang, bahwa dalam kasus ini perbuatan H telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp.643.950.719,- (enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), ...
	Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah terpenuhi.
	Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurun...
	Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pengunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad k...
	Menurut penulis, apabila dikaitkan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh H, maka Majelis Hakim telah tepat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut yaitu perbuatan terdakwa yang sudah merugikan progr...
	Hakim bukanlah mulut Undang-Undang atau mulut hukum positif pada umumnya, melainkan hakim adalah mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Apabila penerapan aturan hukum akan bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kepentingan ...
	Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiba...
	Keadilan menyangkut hubungan horizontal antara warga satu dengan warga yang lain. Dengan demikian peranan keadilan dan nilai-nilai di dalam masyarakat harus dipertahankan untuk menetapkan kaidah hukum apabila diharapkan kaidah hukum yang diciptakan it...
	Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara for...
	Efiyanto menanggapi tentang putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sudah sesuai atau belum dengan keadilan substantif terdapat 6 (enam) hal yaitu:
	1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
	2. Sikap terdakwa dipersidangan;
	3. Belum pernah dihukum;
	4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
	5. Belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
	6. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara.
	Efiyanto juga menambahkan bahwa hakim mempunyai pertimbangan dalam memberikan putusan berdasarkan keyakinan hakim, maka dalam menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun terhadap terdakwa yaitu cukup adil.
	Eka Aftarini menyatakan bahwa dalam hal menjalankan tugasnya untuk menuntut terdakwa yang mengembalikan kerugian keuangan Negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, jelas hal tersebut menjadi hal yang meringankan Jaksa dalam membu...
	Menurut penulis, keadilan adalah suatu putusan yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam hal ini, seseorang tidak merasa dirugikan serta mendapat perlakuan yang sesuai de...
	Keadilan dalam terminologi hukum diterjemahkan sebagai keadaan yang dapat diterima akal sehat secara umum pada waktu tertentu tentang apa yang benar. Sementara John Rawls mengemukakan dalam A Theory of Justice, keadilan adalah fairness, yaitu kondisi ...
	Isi dari keadilan subtantif dalam putusan hakim, lebih lanjut dijelaskan oleh Luthan dan Syamsudin sebagai berikut: keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, ...
	Keharusan mencari keadilan substansial ini selain dibenarkan UUD 1945 juga dimuat dalam berbagai Undang-Undang yang terkait langsung dengan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 45 Ayat (1) berbunyi, "Ma...
	Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepas...
	Hakim sebelum menjatuhkan pidana atau vonis terhadap terdakwa harus mempertimbangkan dahulu hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ...
	"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib  memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa".
	Hakim sebagai penegak keadilan dan hukum, harus profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi serta kemandirian dalam memeriksa dan  memutus perkara, karena dengan hal itulah diharapkan tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam menegakkan k...
	Menurut Efiyanto, penentuan putusan oleh Majelis Hakim harusnya mempertimbangkan aspek Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis. Aspek Yuridis yakni pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil, sehingg...
	1. Aspek Yuridis: jika dikaitkan dengan kasus ini, diharapkan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku serta tepat atau tidaknya pasal yang digunakan dalam menjatuhkan suatu putusan.
	2. Aspek Sosiologis: selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan.
	3. Aspek Filosofis: ada nilai-nilai yang dipertimbangkan hakim mengenai berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan serta adil atau tidaknya suatu putusan tersebut.
	Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselen...
	1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, kekuasaan yang merdeka ini mengandung arti bahwa siapapun atau lembaga apapun tidak boleh melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, hal ini dipertegas dalam Pasal 3 Ayat (2) Un...
	2. Kekuasaan yang merdeka ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, Perundang-undangan tersebut telah meletakkan hukum dan keadilan dalam posisi yang setara atau seimbang, artinya kekuasaan kehakiman harus mampu menegakkan hukum dan menjunjung n...
	Tugas terpenting seorang hakim yaitu menjatuhkan putusan terhadap kasus yang diterima dan diperiksanya. Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan ju...
	Menurut analisis penulis, dikaitkan dengan kasus H yang dikenakan pidana penjara 1 (satu) tahun berkaitan dengan keadilan substantif, dimana keadilan substantif merupakan pandangan hakim dengan mempertimbangkan hal yang terjadi selama proses persidang...
	Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan:
	"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila  dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh  keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa  terdakwalah yang bersalah melakukannya."
	Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seseorang terdakwa tidak lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal yang didakwakan. Undang-Undang memberikan kebebasan k...
	Dalam berbagai penanganan kasus tindak pidana korupsi, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik, karena putusan pengadilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu...
	Setiap Hakim dalam memberikan putusan bagi pelaku kasus tindak pidana korupsi atau kasus-kasus yang lainnya, berpedoman kepada alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: ket...

	V. PENUTUP
	A. Simpulan
	Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:
	1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat dalam Putus...
	Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yakni dasar pertimbangan yuridis dan...
	a. Dasar pertimbangan yuridis
	Berdasarkan alat-alat bukti yang ada perbuatan terdakwa terbukti memenuhi 3 unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyala...
	b. Dasar pertimbangan non yuridis
	Berdasarkan kasus ini, terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk yang menyatakan bahwa terdakwa menyadari uang yang digunakan adalah dana pengadaan mebel untuk SD ...
	2.  Putusan hakim dalam menjatuhkan terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi keadilan substantif. Keadilan substantif merupakan pandangan hakim dengan mempertimbangkan hal yang terjadi se...
	B. Saran
	Sebagai pelengkap dalam penulisan hukum (skripsi) ini maka penulis akan menyumbangkan beberapa pemikiran-pemukiran yang berupa saran yaitu:
	1. Hakim hendaknya menggunakan pendekatan restorative justice dimana lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana karena kerugian keuangan Negara yang dilakukan terdakwa di bawah Rp.1.000.000.000,-...
	2. Hakim menerapkan restorative justice terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi juga membawa dampak positif bagi Negara yaitu Negara menjadi tidak terbebani untuk mengeluarkan anggaran Negara untuk memproses dan memelihara pelaku tindak pidana k...
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